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  BUPATI MAGETAN 

  PROVINSI JAWA TIMUR 

 

  KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

  NOMOR : 188/214/Kept./403.013/2023 

  TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL  

  KABUPATEN MAGETAN 

 

  BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi 

pelayanan publik di Kabupaten Magetan, 

diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang 

terpadu dan terintegrasi melalui pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi; 

b. bahwa peningkatan pelayanan publik secara 

terpadu dan terintegrasi melalui pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana 

dimaksud pada huruf a antara lain diwujudkan 

dalam bentuk Mal Pelayanan Publik Digital; 

c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelayanan 

publik secara terpadu dan terintegrasi melalui Mal 

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik 

Digital Kabupaten Magetan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

SALINAN 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6330); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 15); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 16); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2021 Nomor 

222); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 930); 

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 271); 

12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

272); 

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata 



 4 

Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 273);  

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1573); 

 

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor : 

188/251/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan 

Tim Pembina Penyelenggaraan  Mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Magetan 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik 

Digital Kabupaten Magetan, dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu 

mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pelayanan melalui Mal Pelayanan 

Publik Digital untuk pelayanan Administrasi 

Kependudukan dan Izin Tenaga Kesehatan; 

b. menyosialisasikan Mal Pelayanan Publik Digital 

kepada masyarakat; 

c. melakukan evaluasi secara berkala; dan 

d. melaporkan pelaksanaan pelayanan melalui Mal 

Pelayanan Publik Digital kepada Bupati. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum Kedua, Tim bertanggungjawab kepada 

Bupati Magetan. 
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 

anggaran yang sedang berjalan. 

KELIMA : Keputusan ini muali berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

     Ditetapkan di Magetan 

     pada tanggal 2 Agustus 2023 

 

BUPATI MAGETAN, 
       TTD 

     SUPRAWOTO 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR : 188/214 /Kept./403.013/2023 

  TANGGAL  : 2 AGUSTUS 2023 

 

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL 

KABUPATEN MAGETAN 

NO 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN / NAMA 

1. Pembina 1. Bupati Magetan  

  2. Wakil Bupati Magetan   

2. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten 

Magetan 

 

3. Pengelola Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten 

Magetan 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

Pengelola Layanan 

Administrasi 

Kependudukan 

Pengelola Layanan 

Izin Tenaga 

Kesehatan 

Pengelola Sistem 

Aplikasi 

 

Sekretaris 

 

 

 

Verifikator Perizinan 

 

 

 

Verifikator Layanan 

Administrasi 

Kependudukan 

 

Verifikator Izin 

Tenaga Kesehatan 

 

Kepala Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Magetan 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Magetan 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Magetan 

Penata Perizinan Ahli Madya 

pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Magetan 

Pengelola Teknologi Informasi 

pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Magetan 

Pengelola Teknologi Informasi 

pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Magetan 

Analis Kebijakan Ahli Muda 

pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Magetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERI KURNIAWAN, 

S.T. 

 

 

EVAN PRAPTAMA, 

A.Md. 

 

 

Binti Khoirunisa, 

A.Md.Kom. 

 

 

ANIK MUTININGSIH, 

S.S.T. 
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NO 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN / NAMA 

11. Tim Teknologi dan 

Informasi  

Tenaga Teknologi dan 

Informasi pada Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Magetan 

SUKMA BAHRUL AZIZ, 

S.T. 

 

 

 

 

BUPATI MAGETAN, 

                  TTD 

SUPRAWOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


